
Menimbang 

Mengingat 

a. 

1 KOTA BAUB%U 

PERTANGGUNGJAWABAN PE]i. 

ALI KOTA BAUBAl 

bahwa uptuk melaksan: 

Undang- 
menJadl 

ngjawaban Pel 

erdasarkan pertim 
f a, perlu diteta; 

2022; 

ggaraan Negara 
olusi dan Nepoti 

epublik Indonesiz 

Atas Unglang-Undang N.OFL; 

epublik Indone: 

GGARA 

BAUBAU 

23 

KSANAAN 

ANJA DAERAH 

2022 

Jv MAHA ESA 

» 

n ketentuan dalam Pasal 320 
omor 23 Tahun 2014 tentang 
jumana telah diubah beberapa 

indang Nomor 2 iy 

ndang-Undang, 

-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ran Pemerintah Pengganti 

un 2022 tentang Cipta Kerja 
epala Daerah menyampaikan 

aan Anggaran Pendapatan 
n Anggaran 2022 dengan 
yang telah diperiksa oleh 

paling lambat 6 bulan setelah 

gan sebagaimana dimaksud 

an dengan Peraturan Daerah 
Pelaksanaan Anggaran 

Daerah Kota Baubau Tahun 

dang Dasar Negara Republik 

28 Tahun 1999 tentang 
g Bersih dan Bebas dari 

e (Lembaran Negara Republik 
ia Tahun 1999 Ndmor 75, Tambahan Lembaran 

Nomor 3851); sebagaimana 
terakhir dengan Undang- 

\ 19 tentang Perubahan Kedua 
30 Tahun 2002 tentang 
Pidana Korupsi (Lembaran 

ia Tahun 2019 Nomor 197, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



10. 

Undang-Undang Nomor 25||[ahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional [{Lembaran Negara Republik 
Indonesia [Tahun 2000 Nonfor 206, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

Undang-Undang Nomor [|{13 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Bau-| Bz} (Lembaran Negara Republik 
Indonesia | Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

Undang-Undang Nomor 17 {Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerin Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan K uangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Kelangan untuk Pet anganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID- 1 ) dan/atau dalam rangka 

menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional an/atau Stablht‘s Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, |/Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor q485); 

Undang-Undang Nomor || 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendallaraan Negara |(Lembaran Negara Republik 
Indonesia| Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Re{ublik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan |Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan|Perpajakan (Lernba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, ||Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6736); 

Undang-Undang Nomor |15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriks: Pengelolaan d: Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara REH ublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4‘[1})0], 

nmdang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencan Pembangunar‘ Nasional (Lembaran Negara 

Republik |Indonesia TahunI 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lemb: Negara Republik Thdonesia Nomor 442 1); 

Undang-Undang Nomor |[12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan FBe hndwg—undmgm (Lembaran 

epublik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tefitang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lemb‘a:an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183! Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor \23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, ter: ir dengan Undaig—Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang |Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 ’IJahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi |Undang-Undang |(Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia| Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

| 2 



11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Undang-Uj 

Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 4, 

Nomor 67. 

Peraturan ; 
Kedudukan Keuangan Kep 
Daerah (lembaran Negara 

2 Nomor 

Indonesia 

Peraturan 1 
Pengelolaan Transfer ke Dae 

Indonesia 
Republik [ 

Peraturan 
Sistem Ir 
Republik 
Lembaran| 
sebagaima 
Nomor 65 
Pemerintah 

Keuangan| 
Tahun 2 

ndang Nomor 1 T 

Antara Pemerin 

Tambahan Lemb: 

7); 
Pemerintah Nox 

10, Tambahan 

[Nomor 4028); 

Pemerintah No 

Indonesia Tahun 
Negara Repu'tgx 

na telah diub: 
Tahun 2010 f:eni 

Daerah (Lembat: 
10 Nomor 110 

un 2022 tentang Hubungan 
Pusat dan Pemerintahan 

+:publik Ihdonesia Tahun 2022 
an Negara Republik Indonesia 

epublik Indonesia Tahun 2000 
‘Lembaran Negara Republik 

or 37 Tahun 2023 tentang 

‘ah (Lembaran Negara Republik 
ambahan Lembaran Negara 

Daerah (Lembaran Negara 
l2005 Nomor 138, Tambahan 
1 Indonesia Nomor 4576) 

Fengm Peraturan Pemerintah 
g Perubahan atas Peraturan 

Nomor 56 Tahun| 2005 tentang Sistem Informasi 
Negara Republik Indonesia 

ITambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 ‘55); 

Peraturan 
Pelaporan| 
(Lembarar 
25, Tam 
Nomor 46 

Peraturan| 
(Lembarar; 

Tambaha.rg 
Nomor 52 

Peraturan| 
Pembinaan dan Pengawa: 
Daerah (Lembaran Negara | 
Nomor 73 
Nomor 60 

Peraturan| 

Pinjaman 

Tahun 2 
Republik 

Peraturan| 

14); 

Pemerintah No: 
Negara Republi] 

Lembaran 

2); 
Pemerintah No 

Tambahan Lemb: 
41); 

Daerah (Lembar 

018 Nomor 248} 

Pengelolaan Keuangan Daer; 
Indonesia 

Peraturan| 
Laporan d 
(Lembaran Negara Republik 
52, Tampahan Lembarar) 
Nomor 63 

Pemerintah No 

an Evaluasi Pen: 

23); 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
‘ Kinerja Instansi Pemerintah 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 
Negara Republik Indonesia 

r 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
hdonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

egara  Republik  Indonesia 

or 12 Tahun 2017 tentang 
n Penyelenggaraan Pemerintahan 

epublik Indonesia Tahun 2017 

an Negara Republik Indonesia 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Negara Republik Indonesia 

Tambahan Lembaran Negara 
indonesia Nomor 6279); 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

(Lembaran Negara Republik 
Tahun 2019 Né or 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia mor 6322); 

por 13 Tahun 2019 tentang 
lenggaraan Pemerintah Daerah 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 
Negara Republik Indonesia



Menetapkan : 

21. Peraturan 
tentang 

Berbasis 
Republik I 

telah diub; 
90 Tahu 
Nomernkls 

Daerah (§ 
Nomor 144 

22. Peraturan| 
tentang H 
(Berita N 
1781); 
Peraturan 

tentang 

Baubau 
Baubau T 

Peraturan 
tentang & 
Daerah K 

Daerah Kg 

23. 

24, 

Deng; 

DEWAN PERWAKII 

PERATURAN 

PELAKSAN, 

DAERAH KOT. 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksg 

berupa laporan keuangan mg 

g 

mo
 

oa
o 

o
 Laporan Realisasi Anggarg 

Laporan Perubahan Saldao 

Neraca; 

Laporan Operasional; 

Laporan Arus Kas; 

Laporan Perubahan Ekuit] 

Catatan atas Laporan Key 

(2) Laporan keuangan sebagair 

laporan kinerja dan ikh; 

daerah /perusahaan daerah. 

Menteri Dalam 
Penerapan Stan 
Akrual pada Pe 
ndonesia Tahun 2l 
ah dengan Peratuf 
n 2019 tentang 
itur Perencanaan 
erita Negara Re'[ 

17); 
Menteri Dalam |l 
edoman Teknis | 
bgara Republik Ir 

Daerah Kota E!I 
ggaran Pendapal 

ahun Anggaran 

Lhun 2021 Nomorl 

Daerah Kota B 
erubahan AnggI 

ota Baubau Tah 
ta Baubau Tahun 

an Persetujuan Ber 

AN RAKYAT DAER 

Dan 

'ALI KOTA BAUBA! 

MEMUTUSKAN: 

IDAERAH TENT}IL 

ANGGARAN 

BAUBAU TAHU 

Pasal 1 

anaan Anggaran P 

liputi: 

3 

Anggaran Lebih; 

as; 

angan. 

mana dimaksud 

tisar laporan ke 

o 

egeri Nomor 64 Tahun 2013 
ar Akuntansi Pemerintahan 
rintah Daerah (Berita Negara 
)13 Nomor 1425); sebagaimana 
an Menteri Dalam Negeri Nomor 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Pembangunan dan Keuangan 
ublik Indonesia Tahun 2013 

egeri Nomor 77 Tahun 2020 

engelolaan Keuangan Daerah 
donesia Tahun 2020 Nomor 

aubau Nomor 5 Tahun 2021 
fl‘an dan Belanja Daerah Kota 
2022 (Lembaran Daerah Kota 

); 
Iubau Nomor 4 Tahun 2022 
an Pendapatan dan Belanja 
n Anggaran 2022 (Lembaran 
2022 Nomor 4). 

sama 

AH KOTA BAUBAU 

NG PERTANGGUNGJAWABAN 
ENDAPATAN DAN BELANJA 
ANGGARAN 2022. 

efindapfl%in dan Belanja Daerah 

ada ayat (1) dilampiri dengan 

uangan badan usaha milik 



Laporan Realisasi Anggaran seb 

Tahun Anggaran 2022 sebagai & 

Pendapatan 

Belanja 

Surplus/(Defisit) 

Pembiayaan 

a. 

b. 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Uraian Laporan Realisasi sebag; 

(1) Selisih Anggaran di 

Rp 9.374.930.870,00 dengan rincian yang ter 

a. Anggaran Pendapatan Rp. 
b. Realisasi Rp. 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja seju 

dengan rincian sebagai bertkut: 

a. Anggaran Belanja Rp. 

b. Realisasi Rp. 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 

(3) Selisih Anggaran dengan  realisasi 

(Rp 147.179.211.199,00) déngan rincian sebal 
a. Anggaran Surplus/(Defisit) Rp. 

b. Realisasi Surplus/(Defisit) Rp. 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 

(4) Selisih Anggaran deng realisasi Peneri 

Rp 46.240.367.417.00 den; rincian sebagal 

a. Anggaran Penerimaan Rp. 
Pembiayaan 

b. Realisasi Rp. 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengel 

Rp. 40.000.000.00 dengan rincian sebagai be 

a. Anggaran Pengeluaran Rp. 
Pembiayaan 

b. Realisasi Rp. 

Selisih lebih/(Kurang) Rp. 

Pasal 2 

agaimana dimaks 

erilut: 

ud dalam Pasal 1 ayat (1) hurufa 

Rp. | 892.074.215.918,00 

Rp. ! 958.900.405.458,00 
Rp. | (66.826.189.540,00) 

\ 
Rp. ! 218.565.033.322,00 
Rp. } 50.760.000.000,00 

Rp. ‘ 167.805.033.322,00 

| 

| 
Pasal 3 I 

aimana dimaksud c}alam Pasal 2 meliputi: 

engan realisasil 4 i pendapatan sejumlah 

iri atas: 

! 901.449.146.788,00 
I 892.074.215.918,00 
i 9.374.930.870,00 

‘pllah Rp 156.554.142.069,00 

} 1.115.454.547.527,00 

‘ 958.900.405.458,00 
I | 156.554.142.069.00 
! 
ISurplus/(Defisit) 

ai berikut: 

| (214.005.400.739,00) 

! (66.826.189.540,00) 

I 147.179.211.199,00 

r{naan pembiayaan sejumlah 

iberikut: 

! 264.805.400.739,00 

sejumlah 

218.565.033.322,00 

} 46.240.367.417,00 
| 
fiamn pembiayaan sejumlah 

fikut: 

50.800.000.000,00 

| 

50.760.000.000,00 

40.000.000,00 



(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pg 

Rp. 46.200.367.417,00 dengan rincian sebag% 

a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 

b. Realisasi Rp. 

Selisih kurang Rp. 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Angg 

ayat (1) huruf b per 31 Desembsg 

Saldo Anggaran Lebih Awal 

Penggunaan SAL sebag 

Pembiayaan Tahun Berjalal 

Sisa Lebih/Kurang Pembi 
(SiLPA/SiKPA) 

a. 

b. 

Laporan Operasional sebagain 

untuk tahun yang berakhir sz 

berikut: 

aran Lebih sebaga) 

r Tahun 2022 me}; 

ai Penerimaan 

n 

pyaan Anggaran 

Pasal 5 

jana dimaksud dg 

ampai dengan 31| 

r sejumlah 

i 

mbiayaan  Netto 

berikut: 

214.005.400.739,00 

167.805.033.322,00 

46.200.367.417,00 

imana dimaksud dalam Pasal 1 

uti: 

%p. 101.045.397.739,00 
Re. 100.962.492.646,00 

2p. 100.978.843.782,00 

ha.m Pasal 1 Ayat (1) huruf c 

Pesember tahun 2022 sebagai 

a. Realisasi Pendapatan Operasional (L) Rp. 957.965.458.711,09 

b. Realisasi Beban Operasional (LO) | Rp. 835.512.294.203,96 

c. Surplus dari operasi (LO) Rp. 122.453.164.507,13 

d. Surplus dari non ¢perasi (LO) Rp. (70.566.081.110,83) 

e. Pos luar biasa (LO, ‘ Rp. (55.549.750,00) 

£, Total Surplus/Defjsit (LO) Rp. 51.831.533.646,30 

Laporan Perubahan Ekuitas se 

d untuk tahun yang berakhir 

berikut: 

Saldo Ekuitas awal 

Surplus/ Defist LO 

Dampak Kumulatif 
Kesalahan Mendasar 

Ekuitas Akhir 

a. 

b. 

c. Per 

Pasal 6 

bagaimana dimaks 

sampai dengan 3 

ubahan Kebijakan/ 

ud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf 

}Desember Tahun 2022 sebagai 

Rp. 2.529.354.987.023,49 
Rp 51.831.533.646,30 
Rp. (73.394.929.954,43) 

2.507.791.590.715,37 



Neraca sebagaimana dimaksud| 

Tahun 2022 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 

b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Laporan Arus Kas sebagaiman: 

tahun yang berakhir sampai dei 

Pasal 7 

dalam Pasal 1 Ay 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Pasal 8 

2 dimaksud dalam 

ngan 31 Desember 

at (1) huruf e per 31 Desember 

2.593.993.289.649,44 

86.201.698.934,08 

2.507.791.590.715,36 

1Pasal 1 Ayat (1) huruf f untuk 

tahun 2022 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022 # 103.228.210.138,00 

b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rh 205.948.895.165,00 

c. Arus Kas dari aktivitas investasi Non R‘p‘, (272.775.084.705,00) 

Keuangan ! 

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan RF‘I 66.842.540.676,00 

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Ry, (99.531.847,00) 
Anggaran ‘ 

i 
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2021 RH 103.062.124.334,00 

Catatan atas Laporan Keuanga 

huruf g Tahun Anggaran 2022 

kualitatif atas pos-pos laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksan: 

tercantum dalam Lampiran Per 

a. Lampiran I 

Pasal 9 

in sebagaimana d} 

memuat informasi 

keuangan. 

Pasal 10 

an APBD sebagai 

aturan Daerah ini! 

Realisasi Anggar: 

i 
i 
#naksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
baik secara kuantitatif maupun 

\ 
thana dimaksud dalam Pasal 1 
yaitu: 

An (LRA) terdiri atas; 

Lampiran 1.1 Rin; an LRA menuruti urusan pemerintahan daerah 
dan Organisasi; ; 

Lampiran 1.2 Rin, APBD yané diklasifikasikan menurut 
kelompok dan jenis||! pendapatan, belanja dan 
pembidyaan; | 

Lampiran 1.3 Rincian APBD menurut{|irusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Keglatan, Sub Kegiatan, Kelompok 
dan jenis pendapatan,bela;.naja dan Pembiayaan; 

Lampiran .4 Rekapitulasi realisasif|| belanja menurut urusan 
Pemerintahan Daerah, ‘rganisasi, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan; 

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldg Anggaran Lebih; 



Lampiran III 

Lampiran 1V 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

i. Lampiran IX 

R
 

o-
 

e 
a
0
 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

Lampiran XIIT 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVIL 

Lampiran XVIII 

Lampiran XIX o
9
 o
p
 

B 

t. Lampiran XX 

Lampiran XX.1 

Lampiran XX.2 

Lapo: 

Lapor: 

Neraca;) 

Lapor: 

Cataf 

Daftar Rekapitulasi Piufal 

Daftar 

Daftar 
Berguls 

Daftar 

Daftar 
Pengur: 

Daftar 

Daftar 

Daftar 

Daftar 

Daftar 

Daftar 

Daftar 
Sampal] 
Tahun 

Ikhtisaf 

Operasional; 

Perubahan Ekui 

Arus Kas; 

S5 | 

Atas Laporan Keuangan; 

Daerah; 

ekapitulasi Penyis lxhan Piutang Tidak Tertagih; 

ir; 
Penyertaan Modal 

Rekapitulasi Aset | 

Dana Cadangan D: 

Kewajiban Jangka 

Kewajiban Jangka 

Kegiatan-Kegiata: 

Laporan Keu: 

Rekapitulasi  |Realisasi 
angan Aset Tetap Daerah; 

Rekapitulasi Aset I 

Rekapitulasi KOHSD'F:.I:Si Dalam Pengerjaan; 

Akhir Tahun da:.1 
IAnggaran Berikutn 

Rekapitulasi Danal|Bergulir dan Penyisihan Dana 

nvestasi) Daerah; 

Penambahan dan 

tap; 

innya; 

fierah; 

ndek; 

anjang; 

n yang Belum Diselesaikan 
Dianggarkan Kembali Dalam 

a; dan 

angan Badan Usaha Milik 
Daerahl/Perusahaan Daeltah terdiri atas; 

Ikhtisal Laporan Keuang; 
Daerall/Perusahaan Dael 

Ikhtisaf Laporan Keuang: 
Usaha Milik Daerah /Pert 

Pasal 11 

(Neraca) Badan Usaha Milik 

an (Laporan Laba/Rugi) Badan 

sahaan Daerah 

Ketentuan lebih lanjut mengehai Penjabaran Pegmnggunawaba.n Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur; engan Peraturan Wali Kota. 



Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar sectiap orang mengetatzjinya, memerin’ 

Daerah ini, dengan penempat 

Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, September 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

SI U%}VAR 

LEMBARAN DAERAH KOTA BA 

NOREG. PERATURAN DAERAH 
NOMOR ( 3 /22 / 2023 ). 

2023 

nya dalam Lemba 

Di 
pa 

WA 

UBAU TAHUN 20! 

L1} 

iundangkan. 

kan pengundangan Peraturan 

an Daerah Kota Baubau. 

etapkan di Baubau 
a tanggal, 4 September 2023 

LI KOTA BAUBAU, 
I 

| 

DE AHMAD MONIANSE 

PARAF AQDROINAS] | 
INSTANSU UNIT KERJA | PARST 
SelepA i 
Actsten @ o 
VEPALA _BPKAD. 
Kapas - Hukum 

@ 
H
o
l
a
l
w
i
n
|
~
|
3
 

23 NOMOR 3. 

KOTA BAUBAU FROVINSI SULAWESI TENGGARA 


